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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
	Pemohon
	:
	H. Sugianto, S.H.
Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 1.

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

	Pihak Terkait I
	:
	Afni Z. dan Syamsurizal 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 2;

	Pihak Terkait II
	:
	Irving Kahar Arifin 

Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 1;

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya. 

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	Senin, 5 Mei 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon disebabkan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. tidak memenuhi syarat pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Siak selama dua periode. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Drs. H. Alfedri, M.Si. sebagai Calon Bupati Siak dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Drs. H. Alfedri,M.Si sebagai Calon Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Siak Nomor 68 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 22 Maret 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Siak 68/2025); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Siak 1120/2024); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Siak 672/2024); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Siak 673/2024), maka terhadap permohonan a quo tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. 
Bahwa oleh karena permohonan a quo adalah berkaitan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak khususnya Keputusan KPU Kabupaten Siak 68/2025, sekalipun diajukan oleh Pemohon yang berbeda, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan a quo menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon nebis in idem karena di dalamnya masih mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Siak 1120/2024, Keputusan KPU Kabupaten Siak 672/2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Siak 673/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.


Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Kabupaten Siak 68/2025 pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, pukul 16.48 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.


Terkait dengan eksepsi kedudukan hukum Pemohon yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bukan pasangan calon karena Pemohon mengajukan permohonan dengan tidak mengikutsertakan Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu Irving Kahar Arifin, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 untuk mengajukan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenan dengan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan bukan oleh peserta pemilihan/pasangan calon, setelah Mahkamah cermati, telah ternyata dalam permohonan a quo yang mengajukan permohonan adalah H. Sugianto, S.H., Calon Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024, Nomor Urut 1, tanpa menyertakan pasangannya yaitu Calon Bupati Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. Dalam permohonan tersebut, H. Sugianto, S.H., selaku Pemohon prinsipal menandatangani secara langsung permohonannya tanpa diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Hal serupa juga dilakukan pada saat menyerahkan Perbaikan Permohonan secara online kepada Mahkamah pada tanggal 7 April 2025, yang mana permohonan hanya diajukan oleh H. Sugianto, S.H., tanpa menyertakan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. 

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, setelah Mahkamah cermati berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Siak adalah 487,673 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak, sehingga ambang batas pengajuan permohonan adalah 1,5% x 202.732  suara (total suara sah) = 3.041 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait I dan Pemohon adalah 82.586 suara– 37.854 suara = 44.732 suara (22,06%). Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait I dan Pemohon melebihi dari 3.041 suara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak diajukan oleh pasangan calon sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I adalah melebihi ambang batas pengajuan permohonan (melebihi 1,5%). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan      a quo. 


Sementara itu, berkenaan dengan penarikan permohonan yang dilakukan oleh Pihak Terkait II (Calon Bupati Siak atas nama Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E.) menurut Mahkamah, yang memiliki hak untuk mencabut atau menarik kembali sebuah permohonan adalah Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut. Oleh karena itu, secara yuridis adalah tidak tepat apabila Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. mencabut permohonan a quo karena yang bersangkutan bukanlah yang mengajukan permohonan, melainkan diajukan oleh H. Sugianto, S.H. Dengan demikian, penarikan permohonan a quo adalah harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Sehingga, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II selebihnya, serta Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah menilai hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak termasuk “kondisi/kejadian khusus” yang berkenaan dengan proses pemilihan yang dapat memengaruhi keabsahan syarat pencalonan maupun perolehan suara Pihak Terkait I (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni Z dan Syamsurizal). Di samping itu, terlepas benar atau tidaknya yang dipersoalkan oleh Pemohon jika yang dimaksudkan berkaitan dengan “kondisi/kejadian khusus”, seharusnya dipersoalkan oleh Pemohon sejak awal atau sejak hasil pemungutan suara pada tahap pertama dilakukan, bukan pada saat setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU). Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya. 

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2

